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ABSTRAK 

 

Skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BADAN 

HUKUM PADA KASUS PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN BBM 

BERSUBSIDI (Studi Kasus Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Pti)” ini secara 

umum bertujuan untuk mengetahui alasan Terdakwa Hanggoro diposisikan sebagai 

subjek hukum Orang (Naturalijk Persoon) bukan diposisikan untuk dan atas nama 

Badan Hukum (Recht Persoon)/(PT BPE) dan untuk mengetahui bagaimana 

pemidanaan terhadap Terdakwa Hanggoro Dirut PT BPE, apakah terdapat 

pemberatan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang No. 22 

Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

yuridis normatif dengan Pendekatan studi kasus (Case Study Approach), dan 

menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif preskriptif. Metode pengumpulan 

data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Sedangkan metode analisis 

data dilakukan secara deduktif. 

Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa Terdakwa Hanggoro 

diposisikan sebagai subjek hukum Orang (Naturalijk Persoon) karena manusia 

(Naturalijk Person) merupakan subjek hukum yang utama yang dapat dimintai 

pertanggungjawaban pidana penjara/kurungan. Terkait dengan pemberatan pidana 

seperti yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 

tentang Minyak dan Gas Bumi dalam Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Pti 

pemberatan pidana tersebut tidak dikenakan dan tidak dibahas baik oleh Penyidik, 

Jaksa maupun oleh Hakim 

 

 
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Badan Hukum, Penyalahgunaan BBM 
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